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WALIKOTA PADANG,

bahwa untuk melaksanakan kctentuan Pasal 11 avat (2),
Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 16 avat (2) Peraturan Daerah
Kota Padang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan, telah ditetapkan Peraturan
Walikota Padang Nomor 13 Tahun 2011 fentang Sistem dan
Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 13);

bahwa sehubungan untuk menyelaraskan kembali fungsi
dan kewenangan para pihak vang terlibat dalam sistem dan
prosedur pelayvanan DBea Perolechan [lak Atas Tanah dan
Bangunan, maka Peraturan Walikota tersebut perlu diubah
dan disempurnakan;

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bes
Perolehan Halk Atas Tanah dan Bangunan;

Undang-Undang Nomor 9  Tahun 1856  tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Tahun 19256 Nomor 20);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Ncgara Nomor
5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Pcerundang-Undangan (Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan  Lembaran Negara Nomor  4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5679);



Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pgjak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan
Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak
(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 1353, Tambahan
Lembaran Negara Nomor S5179);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20195
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indenesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16)
sebhagaimana telah dimabah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2013
(Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2011
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

(Lembaran Dacrah Tahun 2011 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA °TENTANG SISTEM DAN

PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

B W

No o

Daerah adalah Kota Padang.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah scbagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
vang menjadi kewenangan daerah otonom.

Walikota adalah Walikota Padang.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dinas Pendapatan Daerah vang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas
Pendapatan Daerah Kota Padang.

Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kota Padang.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha
vang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,
Badan Usaha Milik Negara (BUMN]}, atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi
sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyat hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.,



10.

11.
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Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan vang selanjutnya disingkat
BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau
peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/fatau
bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak

pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identifikasi
objek pajak yang memiliki karakteristik unik, permanen, standar dengan
satuan blok dalam satu wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan
yang berlaku secara nasional.

Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-
rata yang diperoleh dan transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan
bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perelehan
baru, atau NJOP pengganti.

Nilai Perolehan Qbjek Pajak yang selanjutnya disingkat NPOP adalah besaran
nilai/ harga objek pajak yang dipergunakan sebagai dasar pengenaan pajak.
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat
NPOPTKP adalah besaran nilai yang merupakan batas tertinggi nilai/harga
ohjek pajak yang tidak dikenakan pajak.

Dokumen terkait Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah
dokumen yang menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas
kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Dokumen ini dapat berupa surat
perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat waris, dan lain-lain yang
memiliki kekuatan hukum.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah
surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD,
adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan
penghitungan danjfatau pembayaran pajak, objek pajak dan/fatau bukan
objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar sclanjutnya disingkat SKPDKB
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok
pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak,
besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya
disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak vyang menentukan
tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama
besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada
kredit pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yvang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak
vang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah
surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa
denda dan/atau bunga.
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Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti

pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah

melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Walikota untuk menerima
setoran pencrimaan Daerah.

Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen
legal penetapan pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan dari satu
pihak ke pihak lain,

Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh

Pejabat Lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan
pembuktian sempurna.

Permnungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang
sampai kepglatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan
penyeforannya.

Penelitian/verifikasi adalah suatu rangkaian kegiatan pemeriksaan setempat
dan/atau lapangan atas kebenaran penulisan, isian, dan perhitungan SSFD
BPHTB dengan dokumen pendukung lain yang berkaitan.

BAB II
SISTEM DAN PROSEDUR
Bagian Kesatu
Sistem
Pasal 2

Setiap Wajib Pajak vang memperoleh hak atas tanah dan bangunan
dikenakan pajak dengan nama BPHTB.

Setiap Wajib Pajak menghitung sendiri BPHTB yang terutang dengan cara
mengalikan tarif dengan NPOP setelah dikurangi NPOPTKP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun
2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Hasil perhitungan BPHTB yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan penelitan /verifikasi.

Dalam hal hasil penelitian/verifikasi disetujui, diterbitkan SSPD dan Wajib
Pajak membayar BPHTB kepada Bank persepsi yang ditunjuk.

Dalam hal hasil penelitian/verifikasi ditolak, Wajib Pajak memperbaiki
BPHTB sesuail dengan hasil penelitian /verifikasi.

BPHTB yang tclah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (9)
diterbitkan SSPD dan Wajib Pajak membayar BPHTB kepada Bank persepsi
yvang ditunjuk.

Kepala Sub Bagian Pelayanan Informasi Pendapatan menyampaikan SSPD
BPHTB yang telah dibayar kepada Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan
untuk dilegalisasi.

Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan menyampaikan SSPD BPHTB yang
telah dilegalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Kepala Sub
Bagian Pelayanan Informasi Pendapatan untuk selanjutnya diserahkan
kepada Wajib Pajak.

Kepala Sub Bagian Pelayanan Informasi Pendapatan mendokumentasikan
SSPD BPHTEB sebagai bahan pelaporan.

(10) Wajib Pajak memperlihatkan bukti pembayaran SSPD BPHTB kepada

Notaris/PPAT sebagai syarat mengurus akta pemindahan hak atas tanah
dan/atau bangunan.
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Bagian Kedua
Prosedur
Paragraf 1
Tata Cara Penghitungan S5PD BPHTB
Pasal 3

Wajib Pajak dalam menghitung sendiri BPHTB yang terutang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang perolehan hak atas tanah dan

bangunannya berupa jual beli, tukar menukar, pemasukan dalam perseroan

atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan,

pemberian hak baru atas tanah sebagal kelanjutan dan pelepasan,

pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak, penggabungan usaha,

peleburan usaha, pemekaran usaha atau hadiah, menyilapkan dokumen:

a. fotocopy sertifikat tanah atau bukti kepemilikan lainnya yang dilegalisir
cleh Pejabat yang berwenang;

b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Wajib Pajak orang pribadi,
akta pendirian Badan dan atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan
Badan;

c. fotocopy SPPT PBB tahun berjalan;

d. fotocopy tanda bukti lunas PBB tahun berjalan dan atau melunasi
tunggakan,

e. foto dan denah lokasi ohjek pajak; dan

f. dalam hal terdapat perbedaan nama yang tercantum dalam SPPT PBB

dengan sertifikat tanah, agar melampirkan Surat Keterangan Lurah yang
menerangkan bahwa tanah dan atau bangunan yang tercantum dalam
SPPT PBE sama dengan tanah yang tercantum dalam sertifikat.

g. Daftar harga rumah yang dikeluarkan oleh develepor/pengembangan
perumahan bagi perumahan baru,

Wajib Pajak dalam menghitung sendiri BPHTB yang terutang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yvang perolehan hak atas tanah dan

bangunannva berupa hibah menyiapkan dolkumen:

a. persyaratan sebagaimana dimaksud ayat {1) huruf a sampai dengan f;
dan

b. surat pernyataan hibah.

Wajib Pajak dalam menghitung sendiri BPHTB yang terutang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang perclehan hak atas tanah dan

bangunannyva berupa hibah wasiat atau waris menyiapkan dokumen:

a. persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sampai dengan f;

b. surat keterangan waris; dan

c. surat keterangan kematian.

Wajib Pajak dalam menghitung sendiri BPHTB yang terutang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang perolehan hak atas tanah dan

bangunannya berupa peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim

yang mempunyai kekuatan hukum tetap, menyiapkan dokumen:

a. persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sampal dengan f;
dan

b. fotocopy putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap.

Wajib Pl;jak dalam menghitung sendiri BPHTB yang terutang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang perolehan hak atas tanah dan

bangunannya berupa penunjukan pembeli dalam lelang, menyiapkan

dokumen:

a. persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sampai dengan f;
dan

b. fotocopy risalah lelang.
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Wajib Pajak dalam menghitung sendiri SSPD BPHTE yang terutang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang perolehan hak atas tanah dan
bangunannya berupa jual beli untuk perumahan baru baik yang bersubsidi
maupun yang tidak subsidi dasar pengenaan BPHTB adalah harga jual yang
tercantum dalam list harga yang dikeluarkan oleh Pengembang/ Developer.,

Paragraf 2
Tata Cara Penyampaian SSPD BPHTB
Pasal 4

Wajib Pajak setelah menghitung sendiri BPHTB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) menuangkan dalam SSPD vyang disediakan olch
Dinas.

Wajib Pajak menyerahkan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, isian
formulir penelitian/verifikasi dan persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 sesuai dengan jenis perolehan hak atas tanah dan atau
bangunan kepada Kepala Sub Bagian Pelayanan Informasi Pendapatan.
Kepala Sub Bagian Pelayanan Informasi Pendapatan memeriksa
kelengkapan administrasi Wajib Pajak.

Dalam hal kelengkapan administrasi telah lengkap, Kepala Sub Bagian
Pelayanan Informasi Pendapatan memberikan tanda terima kelengkapan
administrasi.

Dalam hal kelengkapan administrasi belum lengkap, Kepala Sub Bagian
Pelayanan Informasi Pendapatan mengembalikan bahan admimstrasi
kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi.

Kepala Sub Bagian Pelayanan Informasi Pendapatan meneruskan
kelengkapan administrasi yang telah lengkap kepada Kepala Bidang
Pendataan dan Penetapan untuk dilakukan penelitianfverifikasi.

Tata cara pengisian, bentuk dan isi SSPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Kelengkapan penelitian SSPD  sebagaimana dimaksud pada ayat (3}
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Walikota ini.

Parapraf 3
Tata Cara Penelitian/Verifikasi SSPD BPHTB
Pasal 5

Penelitian/verifikasi SSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6}

dilakukan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan.

Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan dapat memerintahkan petugas

untuk membantu penelitian/verifikasi SSPD,

Penelitian /verifikasi SSPD mehputi :

a. penelitian/verifikasi atas kebenaran informasi yang tercantum dalam
SSPD;

b. penelitian/verifikasi atas kelengkapan dokumen pendukung SSPD; dan

c. penelitian/verifikasi lapangan.

Pasal 6

Penelitian /verifikasi S8PD dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3

(tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya formulir S5PD dalam keadaan

lengkap dan tidak dipungut biaya.

Penelitian / verifikasi SSPD dilakukan dengan tujuan :

a. mencocokkan NOP vang dicantumkan dalam SSPD dengan NOP yang
tercantum dalam fotokopi SPPT atau bukti pembayaran lainnya;

b
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b. mencocokkan NJOP bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam
SSPD dengan NJOP bumi per meter persegi dengan basis data Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,;

c. mencocokkan NJOP bhangunan per meter persegi yang dicantumkan
dalam SSPD dengan NJOP bangunan per meter persegi dengan basis
data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

d. meneliti kebenaran penghitungan Pajak terutang yang meliputi dasar
pengenaan (NPOP/NJOP), NPOPTKP, tarif, pengenaan atas objek tertentu,
BPHTB terutang/yang harus dibayar;

e. meneliti kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk
besarnya pengurangan yang dihitung sendiri. .

Kegiatan penelitian/verifikasi SSPD dilakukan dengan menggunakan

formulir Kertas Kerja Penelitian/Verifikasi, dengan unsur-unsur yang

diteliti/diverifikasi antara lain :

a. NOP Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Petugas peneliti mencocokkan NOP yang dicantumkan dalam SSPD
dengan NOP yang tercantum dalam fotckopi SPPT atau bukti
pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
lainnva;

b. besarnya NJOP tanah (bumi) dan/atau bangunan per meter persegi;

Petugas peneliti mencocokkan NJOP tanah (bumi) dan/atau bangunan

per meter persegi pada basis data Pajak Bumi dan Bangunan Perdcsaan

dan Perkotaan;

penghitungan NJOP;

penghitungan BPHTB, terutama untuk meneliti kebenaran:

1. NPOP;

NPOP diisi dengan harga transaksi/nilai pasar, apabila harga
transaksi/nilai pasar tidak diketahui atau lebih kecil daripada NJOP
maka NPOP diisi dengan NJOP.

Kecuali perolehan hak karena lelang apabila harga transaksi yang
tercantum dalam risalah lelang lebih kecil daripada NJOP maka NPOP
diisi dengan NJOP;

2. NPOFPTKP;

3. BPHTB vang terutang; dan

4, BPHTB yang harus dibayar.

Dalam hal diperlukan penelitian/verifikasi lapangan, Pejabat yang ditunjuk

menerbitkan surat tugas untuk petugas penelitian/verifikasi lapangan.

Penelitian/verifikasi lapangan dilakukan untuk mengetahui kebenaran

harga transaksi/nilai pasar yang dicantumkan oleh Wajib Pajak.

Formulir Kertas Kerja Penelitian/Verifikasi sebagaimana dimaksud pada

ayat {3} tercantum dalam Lampiran IIl yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

N

Pasal T

SSPD yang sudah dilakukan penelitian/verifikasi dikembalikan kepada
Wajib Pajak dilengkapi dengan salinan Kertas Kerja Penelitian.

Dalam hal hasil penelitian/verifikasi tidak ada koreksi, Kepala Bidang
Pendataan dan Penetapan menerbitkan lembaran persetujuan sebagai
syarat pembayaran BPHTB kepada Bank persepsi yang ditunjuk.

Dalam hal hasil penelitian/verifikasi ada koreksi dan disetujui oleh Wajib
Pajak, maka SSPD diperbaiki oleh Wajib Pajak sesuai dengan Kertas Kerja
penelitian / verifikasi.

Dalam hal SSPD yang telah diperbaiki Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Wajib Pajak mengembalikannya kepada Kepala Bidang
Pendataan dan Penetapan untuk diterbitkan lembar persetujuan sebagai
syarat pembayaran BPHTB kepada Bank persepsi yang ditunjuk.

7
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Pasal 8

Wajib Pajak yvang tidak menyetnjui hasil Kertas Kerja Penelitian/Verifikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat memohon secara
tertulis kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pendataan dan
Penetapan untuk dilakukan penelitian ulang.

Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya

dapat diajukan 1 (satu) kali dengan disertai :

a. data pendukung dan keterangan harga transaksifnilai pasar dari
pejabat di wilayah objek pajak sebagai pertimbangan dalam Kertas Kerja
Penelitian; dan

b. surat pernyataan wajib pajak yang menyatakan kejujuran harga
transaksi sesuai kondisi sebenarnya;

Kepala Dinas wajib mengabulkan seluruh SSPD dan kelengkapan

administrasi permohonan Wajib Pajak berdasarkan hasil penelitian ulang.

Wajib Pajak membayar BPHTB yang terutang ke Bank Persepsi yang

ditunjult dan menyerahkan bukti pembayarannya kepada Kepala Sub

Bapgian Pelayanan Informasi Pendapatan.

Kepala Sub Bagian Pelayanan Informasi Pendapatan meneruskan kepada

Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan untuk ditandatangani dan

dilegalisasi.

Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan menecruskan kepada Kepala Sub

Bagian Pelayanan Informasi Pendapatan untuk selanjutnya diserahkan

kepada Wajib Pajak.

Paragraf 4
Tata Cara Pembayaran
Pasal 9

Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran Pajak apabila :

a.
b.

(1)
(2)

(3)

[4)

(1)

(2)

SSPD sudah diteliti/diverifikasi oleh Pejabat yang ditunjuk; dan
terbitnya lembaran persetujuan SSPD oleh Kepala Bidang Pendataan dan
Penetapan.

Pasal 10

Pembayaran Pajak dilakukan di Bank Persepsi yang ditunjuk.

Pembayaran Pajak yang menggunakan warkat seperti bilyet giro atau cek,
atau dengan cara transfer, baru dapat dinyatakan sah apabila telah
dibukukan pada Kas Daerah.

Wajib Pajak yang telah membayar lunas Pajaknya pada SSPD akan
dilegalisasi dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pendataan dan
Penetapan sebagai tanda bukti pembayaran Pajak.

Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan meneruskan SSPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Sub Bagian Pelayanan dan Informasi
Pendapatan untuk selanjutnya disampaikan kepada Wajib Pajak.

Pasal 11

Pajak yang masih harus dibayar dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding,
yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus
dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
tanpgal diterbitkan.

Bentuk dan isi SKPDKB, SKPDKBT dan STPD tercantum dalam Lampiran V,
Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Walikota ini.



Paragraf 5
Tata Cara Penagihan
Pasal 12

(1} Kepala Dinas melaksanakan Penagihan Pajak dalam hal utang pajak
sebagaimana tercantum dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan
Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar
bertambah atau tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.

{(2) Surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak,
dikeluarkan 7 (tujuh) hari kerja sejak saat jatuh tempo pembayaran,

(3] Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, Wajib Pajak
harus melunasi Pajak yang terutang.

(4) Bentuk surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat {2) tercantum
dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

(1) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka
waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, jumlah Pajak yang
harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Walilkkota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa setelah lewat
21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan
atau surat lain yang sejenis.

Pasal 14

Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 (dua
kali dua puluh empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa diterima
Wajib Pajak, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat
Perintah Melaksanakan Penyitaan,

Pasal 15

Setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah
Melaksanakan Penyitaan, Wajib Pajak belum juga melunasi utang Pajak,
Walikota atau Pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan kepada Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang untuk melaksanakan lelang.

Pasal 16

Setelah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang menetapkan hari,
tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan
segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 17

(1) Walikota atau Pegjabat yang ditunjuk dapat menetapkan jadwal waktu
tindakan penagihan pajak yang menvimpang dari jadwal waktu yang telah
ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan
Pasal 19, dengan memperhatikan situasi dan kondisi.

(2} Penagihan seketika dan sekaligus atas jumlah Pajak yang masih harus
dibayar dilakukan oleh Pejabat dengan mengeluarkan Surat Perintah
Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus.



(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2}

(3)

(4)

Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), segera dilakukan tindakan penagihan
pajak dengan Surat Paksa, Surat Perintah Membayar Pajak, serta
permintaan  penetapan tanggal dan tempat pelelangan, tanpa
memperhatikan tenggang waktu yang telah ditetapkan.

Paragraf 6
Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Pasal 18

Kelebihan pembayaran Pajak terjadi apabila :

a. pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
b. dilakukan pembayaran Pajak yang tidak secharusnya terutang,

Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi
administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam
surat ketetapan pajak atau surat keputusan lain berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Dalam hal akta jual beli telah ditandatangani namun karena suatu hal,
keduia belah pihak penjual dan pembeli sepakat untuk membatalkan jual
beli tersebut, maka atas Pajak yang telah dibayar tersebut tidak dapat
diminta kembali (tidak dapat direstitusi), karena dalam jual beh saat
terutangnya Pajak adalah sejak saat dibuat dan ditandatanganinya akta.

Pasal 19

Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembahan kelebihan Pajak
secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas
dengan melampirkan SSPD yvang sudah terverifikasi kepada Walikota up.
Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Pengajuan permohonan dapat dilakukan :

a. secara langsung; atau

b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat.

Atas penyampaian permohonan secara langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat {2) huruf a, diberikan tanda bulkti penerimaan surat.

Bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b atau
tanda bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan bukti penerimaan permohonan.

Pasal 20

Walikota atan Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas
permohonan pengembalian kelebihan Pajak dalam jangka waktu paling
lama 12 {dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
lewat dan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu
keputusan, permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap
dikabulkan dan Walikota atau Pejabat harus menerbitkan keputusan
sesuai dengan permohonan yang diajukan.

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling
lama 2 {dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan
Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.

Bentuk dan isi SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum
dalam Lampiran 1X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota int.
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BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Pada saat Peraturan Walikota i mulan berlaku, Peraturan Walikota Padang
Nomor 13 Tahun 2011 (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 13) tentang Sistem
dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
dicabut dan dinvatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuwinyva, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota i dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal (2 Duly 2016

Diundangkan di Padang
pada tanggal \% )u\, 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,

NAS HMAD

3

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2016 NOMOR

11



LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 2+ TAHUN 2016

TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
1 : Wub Prj
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN | (o: >- ctarst APaT
Llw 3 : Kandah
(SSPD - BPHTB) Ly Kot
Lo 5 : Béendanhiira
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK or b : Bamh
PAJAK BN OAN BANGUNAK (SPOP PER)
DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG
PERMATIAN ' Bacaleh pemnpuk persps@a pnda holaman bedakans kimbar et Wretd dahiubo
A 1. Nama Wayb Pajak HEHEEERNEEEE
Z. NPWP -
3. Alamat Wajb Pajak
4. Fehrahan 5. RTIRY 6. Kecamatan
7. Kola 3. Kode Pos
B. 1. Momo: Objek Pak (NOP) PEB | L1 | (1L L O T O
2 Letak Tarah dan‘atau Bangunsn
J, Kalgrahan 4, RT/FW
g Kecamatan B. Kola
7. Harga transaksi/Nilai Pasar Rp.
Penghiungan NAOP PBB
. Lus NJoP PBREM'
[ AL TR 1 hhdzmatm :
Uraian h:;iiﬁiﬂ. :.:,.;"_F . :.E_ mﬁnﬂ:ﬁmﬂ:ﬂ FaR s Luas 1 MJOP PSR
Tanah {Bumi) 8. m? 10| Rp 12| Ra. PP
Bangunan 9 m: |11.] Re. 13} Po [oerrmaan]
HIOPFBE |14, Rp. et e
14, Jeris perciehan hak aias tanan dan atau bangunan :D
16, B SERRAL o e e it e 1
C. PEHGHITUNGAN SFHTE {hanya disi berdasa:kan penshitungan veaid paak)
N2ai Peralehan Ohjek Pajak ( HPOP) mermparh atikan nilai pada B. ¥ dan B. 14 1 1Rp
K31 Pergiehan Otjak Palak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) 2 | Ra.
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajek (NPOPKF) wpatesngay | 3 | Ap
Hoa Peroiign Hak Aas Tanah dan Bangunaa yang Tenlang teremisd | A& | R
0. JUMLAH SETORAN BERDASARNAN
|| @ Penghidungan ¥iaih Payar
b. STPQBPHTE ! 3KF0 Krang Bayar 7 SKPD
| Kurang Bayar Tanbdhan ©) Momer | Taggad -
| ¢ Pengurangan dinitung sendii meajadi: | % berdasarian peratan KB NG, v oo e e e
JUMLAH YANG DISETOR { denganangka )}  {denganhunl }
Rp.
{ berdasarkan perhdungan C4 dan pinan &0 )
e e T8 Kengmahi, Ditalls ' Telgh Dreeifihas . Dierura Olelr ;
Wayib Papak / Penyetor PPRAT f Hotong Dinas Pendapatin Daerah Tenpal Pembayaran BFHTB
[ nETa tersgiag A Linda AT | § neTaienghan B g { I fengman B AR s AN | | rara jurgead d andd Tegar |
Hanya diisi oleh MNomor Dakumen E HE BN | HHEgEEEE L1 1]
Pelugas Dipenda noPPeBBare |1 L J I CT AT 1 14




PETUMJUK FENGISIAN E5PD EFHTE

& Forimade ini tordin dan § lermoee lpetar 1 diterma wad pagh (WE | scbagii DUkt pemiiyaran. Lembar 3 anenima PPAT. Lertar 3 dreama Keoala Hanlor Bucdasg Petakanan
Keta Lembar 4 ¢teama fungs Polayvanan malahe Wonb Pagak (WL Lembar 5 Sonma Bany, yang diturpk, dar Lembee 6 eietima Bordahara penedmaan

W el EST0 BEHTE i deagan B 0e1ak P o Salk

@ Guraisn saty S5PD BPHTE ik setap seioran dom soban penes Jevchehan haw alas Enah dan/atag Dangunen

8 forreidie i dEpat oD tgureian pniuk penbayaran alas siabi pembeiulan alad SeagungRaon Rradphsoratan ponghunoan

CERA PENGISIAN |

Proas Pengedoaan Keuangar danAset dish doagan Dings Pesgeloloon Kouangan dan Ase; yang wildvan kaqamya medpull ianah dan atau Danguatian

Mol A

Ml B

sl defvgan Gata WP
Angia 1 sad angka @ cuinp jalas

s chergan cala das jens porolehan ek ateg tangh dar dlaw bangunan
Gl 1 dan cengan Nomar Dbk Pajak [(HOP| yitng tercanium daam SHPT JES gtae tannk dan SoAmUnan yarg kvsangheian
Aagka 2 sdancka b Qe CEngan IGIHK 1ANET 020 Al Danguran yang raknye cpesivh
Arvgea T s tangha B3 meruogian label uniuk penghitrgan NIOP PED atas tanah dan'alau bargunan yang Rakiv Crefen
Pida holon angka 9 ean 10 agil tsstrean Tahun SPPT FEB su: terjad nya perksam
Bakien ‘el HOOP PHE belum ditataphan®alen adn SPET PEB, angka & dan angea " U e Bordisamian sural kalomangan
MJUE PEE vang giterlion olgh Kepaly Kantor Pelayanan PBE yrog wilgyah mnama ekt edak fanah dan Bangunan
Aty Peannchbnam H:-I..E.I:l ,'_'ﬂln.'L'L

Fl'.i-ll.if :

(L0 B

Anga 14 s OencAn hrga Tasaksl yang nach £ harga bansaksi yang tereaniem daam Roalah Letang/mdas pasar chjok tarsctat
Angka 15 dina deenan koce jenis percdlensn hax alas lanah dan batgunan SebaCa DonkA
Jetws Permlnhian Hab | Koo Jerss Perclehan Hak hzse Srue Pasdenan Hak Rast
Pamindahan Hat o Pampsukan dilam perseroandadon hukum laintya | O Formekatan ueana 12
Jud Bed 6t | + Pemisahan hak yangmengakcbatkar cerainon 7 | - Hagigh 1
o Tusgr Kleruiar &2 | + Peaungpshan pambenan delam kleng o2 | - Percloran pak reman secerhana sehat RSS mwlaba KPR borsubadi) 14
Hila 03 | - Pelsksanaan pukusan halom yond mompunyail 0% | - Porgighan Mal bany 15
- Hiba Wasiot kewuatas wkum lelap 10 | - Perbetian bak bard sabages belaapton pelepaszn hay 18
« Was 04 | - Penggabungon Usaha ) - Pemberan Bak bar di luar pelesasan his L5
= - Pgigburan Usaha

*ydalare hak Parciahan Hak Raman Sadertara Sehat (Rs SehatiR3H) schagmmans dialir dilam Keiauen Flomon Pemulman dan
Frasarata Wizyah Mo, 24HEPTSMZ00E tlortang pedgadaan porumchon dar permukiman dengan di kungan fealilfas subsid
porumanan sobagaknana teish dubat dengan Keputusan Merten Pemuluman dan Prasarang Wildyah Na. HKPTSMZ004 dan
rumah susun sederhang yang dilaiukan melahe krodit pomidkan rumah borsutsadi (KPR borsabsd: | yang POMRANGUN NNYE MEng e
pada parawran Menter Pekenaen Umueri No G0/PRTMS92 tonlang pefsyaralan tokris pomDanguUnan suman susun

Angka 16 dusi cerghn nomor speilizal las anal 2an Sau 2aguaran yany pergungkuton

denaan porthindan Bea Parslenan Mak atas Tanah dan Barguoan (EPHIR) clab Weagh Paae
Daiam =3l 5550 APHTR cigumakan unt setivan hercastrkan SPTD 3PHTE/SHPUR ketavng  SayatSHPDRE fuang Hayar Tamoahan sebagmmands i
.5 atay serdasarian ol Do niska buey! G iak pedu gas.
Argia b Niai Poroloban Ches Ragh (NPO) dasi dengar memgedimbangian NJOH PHB 630 harge rans3keinda pasar otk paah Catam nel e
sransakstndal pasar ok punak ek ket alag lebih rendah don NJOF P8 guaian NJCP PEB selagal dasar porthunian

Argkn?  Das sesud dengon beserya (NAOP) siel dengan mempertimbangian NIOP PRE dan harga ronsaieprlar Do obek pagi Lalsm hal harga
hasga ransaksinda pasar obpk Pk Bdak dROLANUE atau ko rendah g3 hJOP PEE gunalan S0P PER sebagai casar perhdungan

bagea ] Crkun Jolaa
fngea @ Dike dengan howl perkalan antara NPOPTHP {angha 3] dengan lanf setesar s

Dt dergen weernben landa "6 aada <otk yang 505001 S0rgan Gpsr §o0Iony W mlelzuan fulprar Praja

hunta i setgran gkan dlobukan sehagamana ol G

Pl B o sclotan ddakuaan béak menggunakan perhitungan di humud C, letage menggurakiin Sural Tagikan Papk Doerah (5TP EPHTE), Surat
%gtosangon Pajan Dagran BFHTE ryrang Bayer (SKPAD Hurang Bmyar|. Surat Heterangan Pagk Dattah BER LS Ruang Bayat Tambaman
(SHPNR Kurang bayar Tambahan).

P Ak VWP mornieshi syorat iedenin unlus menda satkan gonguiargan dan pimial yaog sceharusiya ada divwrel ©, Dhist dungan
presoniise Sasual dongan Loseniuan yang ety

biief 12 fica terdlanad dasarfketentuan Lan setain hunt a, hunf b, hurf ¢ dan hury! © sepef seioran cerdasarkan SHPDB Porbelia/SKPCE
HeberatanKepatasan DardingPutusen 18y vang momyebabkan jmian 2ajas vang haius dibaya bt dengan yang terdera ditund C

BAGIAN JUMLAH PAIAK YANG DISETOR diw dencan mempdrfatean HURUF 02 2an pdaan paaa HURUF D
Niatas Penceiclaan Keoangan Gan Aset dusl dengan Deas Pengeisiasn Keuangan dan Asel yaryy Wilayah Keanya maboul taneh dan 8iaw Langunan

& ez D -1 dipdin, mama umish soran meanG nakan Ce

W Jikg D= 0 chpily, maka ool setoedn seumial sk yaeg dooyatasan d x-b

s 0= o dipelih, irukd nlah setoran mecpgeasan T3 hpbion dengon parseniise 53 STy RARIN O B
& i D - o cisbih maka jumiaty setoton nilal yarg doyatakan O d

Jumlah satoran torsebut disi dengnn angka (@akam kazak | dan hond [pada bagum yang dais)

ol s

Dalam hal BPTT yang seharuanya tengtang névl [ngl), maka WP tetap mangsi SSPD BPHTE cengan mermbeisan hetecangan "NIHIL pada Bagian
JUMLAH SETOMAMN SSPD BPHTH nivil tukun Skatahu skak PPATMNowes dongan mesarziatangani kolom yang tolak casedakar [WH Ldak noru ko
Bark yong diiumuk | Berdahpia putdmiigan

QTA PADANG,



LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR #% TAHUN 2016

TENTANG SISTEM  DAN  PROSEDUR
PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN

BENTUK DAN ISI FORMULIR PENELITIAN SSPD

MNomor Formulir ;

Kepada Ytl,
Kepala Dinas Pendapatan Duerah Kota Padang
di-

Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawab i :

Nama Wajib Pajak :

Alamal Wajib Pajak : TEI, ol R
Nomor Objek Pajak PBR

Letak Tanah dan Bangunan :

Dengan ini saya mengajukan permohonan penelitian SSPD BPHTE, dengan kelenghkapan sebagal
berikut :

1, 3SPD; !
2. Fotokepi identitas Wajib Pajak (dapat berupa hartu Tanda Penduduk/Surat Izin
Mengemudi/ Paspor),

Bulkti Pelunasan SPPT;

Qurat Kuasa dari Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan);

Fotokopi identitas Kuasa Wajib Fajak (dalam hal dikuasakun];

Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Hubungan Keluarga, dalam hal transaksi
Waris;

7. Fotokopi sertifikat Tanah/Bukl Kepemilikan Lainnya; ¢an

8. Foto objek pajak

Demikian permohonan says untuk dapat dilakukan penelitian,

Hormat Saya,
Pemohon,

------------------

OTA PADANG,



LAMPIRAN III

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR +2) TAHUN 2016

TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN

KERTAS KERJA PENELITIAN/VERIFIKASI SSPD

KOP SURAT DINAS

KERTAS KERJA FENELITIAN/VERIFIKASI S5FD

Bulan

Tahun

Na. Register - ) .
Telah diadakan penelian S5PD BPHTB yang disaumpaikan aleh Wajih Majak
DATA WAJIB PAJAK :

Nama Wajib Pajak

Alamat Wa'th Paak

Letak  Alamat Objek Pajak _

Fenelitian telah dilaksanakan pada unsur-unsur schagai berikut

No. Unsur vang diteliti Menurut 33B Mi:num_i_hnﬁil Sesual Tiﬂ'.c!_]-f.1 Keterangan
penclitian Sesuai
| 1. | NOP
2 NJOFP Bum/m?
3 NJOP Bangunan /m? |
4 Penghitungan EPHTE
1} NPOP

2| NPOPTKF

41 NPOPLF

4] BFHTH yang terutang

5) BPHTB yang harus dibavar

a) Jumlah a | Perhitungan
Setoran WF
Berdasar b | STFD/
kan SKPDEKB/

SKPRKET Y
c | Pengurangan
cdilintung
seneir:
karcna

d

Kesimpulan hasil penehtian @ ™) _
1. Memenuhi syarat untuk dicap dan ditandatangan
2. Tidak mementhi syarat untuk dicap dan ditandatangan

Petugas Feneliti, Mengetahi : Diafe:Lujui :
. Atasuan Petugas Fenehity, Kepala

Tangeal : Tanggal ! Tanggal !




LAMPIRAN IV

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN

SURAT PERNYATAAN WAIJIB PAJAK
Sava vang bertanda tangan dibawah i :
L. Nama
Usia

Agama
Alamat

Selaku penjueal

[-J

Nama

Lsia

Agama A R AR S
Alamat

Sefakn pembeli

Menvyatakan dibawah sumpah atas agama saya :
“DEMI TUHAN, SAYA BERSUMPAH DENGAN SEJUJURNYA SERTA SADAR BAHWA SUMPAH
SERTA PERNYATAAN SAYA INI DIPERTANGGUNGIAWABKAN DI AKHERAT KELAK, DENGAN
INI MENYATAKAN TENTANG DATA

Lokasi objck pajak

RT/RW

Kelurahan

Kecamatan e
Kota ' Padang

NOP PBB

lenis perolehan R A
I arga transaksi 515 ETR—————

Apabila dalam proses pemeriksaan/ penclitian lebih lanjut, ternyata ditemukan fakta/ bukti baru yang
menvatakan bahwa pernyataan saya salah dan atau ditemukan data/ bukti baru yang menyebabkan kekurangan
pajak BPHTB vang scharusnya dibayar. maka saya siap diberikan sanksi administrasi/ hukum sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan vang berlaku, baik peraturan perpajakan (UL No. 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta peraturan perundangan yang mengikutinva) maupun peraturan
hukum (KUHP dan KUHAP) karena terkaregari melakukan kejahatan perpajakan yang merugikan negara.

Pernvataan ini bersifat mengikat sekaligus menjadi alat bukti sah dalam persidangan dan penyclesaian
sengketa hukum dan sadar surat pernyataan ini dapat disampaikan kepada Auditor maupun aparat penegak
hukum.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun
untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terjadi permasalahan hukum,
sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

PRI s R 1 SR

Penjual Pembel

.................
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LAMPIRAN V

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)

KO sURAT DINAS

SURAT KETETAPAN PAJAK DAURAH KURANG BAYAR (SKPDKB)
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)
TAHUN:

NAMA WAIIB PAJAK

ALAMAT WAIJIB PAJAK SRR, 1 3 A TOT Moyt
TANGGAL JATUH TEMPOD @ i v i dss sy
Atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunannya dengan :
Akta/Risalah Lelang/Pendaftaran Hak *) 2 oo NOMOE s Tangeal :...ooovininnia
Nomer Objek Pajak (NOP) i Jenis Perolehan Hak ; ...oonmmmeermeesann,

I. Berdasarkan Perda Kota Madang Nemor 1 Tahun 2011 tentang DBea Perolchan Hak Atas Tanah dan Bangunan telah

dilakukan pemeriksaan atau kererangan lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak.

II. Dari pemeriksaan atau kererangan luin (ersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai
berikut :

Nilai Peralehan Objek Pajak (NPOP) B,

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (N POPTKP] Ep.

Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) (1-2) Rp.

BPHTB yang terutang ... % ¢ Fp e s () R p.

BPHTD yang scharusnya di hayar Rp.

BPHTB yang telah di bayar Rp.

Diperhitungkan :

a. Pokok 5TPD Rp.

b. Pengurangan Rp.

c. Jumlah{a+ b ) Rp.

d. Dikurangi pokek SKFDLB Rp.

e. Jumlah (c-d) Rp.

8. Jumlah yang capat diperhitungkan (6+7e) Rp.

9. Pajak vang kurang dibayar (5-8] Rp.

10, Sanksi administrasi berupa bunga

Bunga = ....... bulan x (bunga) %o X Rp............ 0

11. Jumlnh yang masih harus dibayar (9110) Rp.

=) BN h D el [l e
- " - - " - -

8
=
=

Dengan huruf:

Padang, ............cooeuenss TaHUN 1ooes
Kepala,

Nip.




LAMPIRAN VI

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 2% TAHUN 2016

TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAII DAN BANGUNAN

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN
(SKPDKBT)

KOP SURAT IMNAS

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKET)
BEA PEROLENAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BI'ITTE)
TANUN ;

NAMA WAJIB PAJAK T e T—
ALAMAT WAJIB PAJAK b AR A
FTANGGAL JATUH TEMPO: i occisinsinssmmnnisininmssvnsis
Atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunannya dengan
Akta/Risalah Lf.l.mgl}ﬂnc.mtman Hak ¥ 5 st Nomor ;. i s D EPALY,
Nomaor Dh_ll.,h Pajak (NCP) &, o J RIS ]’emlchan HaL
Alamat : i
l. E‘n.rclasarkﬁ 1 Fcrda hf‘-l’" Pﬂd;un; Hunm: ] I ’1]'H.ll {l] | tentang Bea Perolehan Huk Atas Tanah dan Dangunan
telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajitun Wajib Pajak.
1. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut dintas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah
sebagai bernkut ;

Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP] Rp.

Nilai Perolehan Obick Pajak Tidak kena Pajak (NPOPTKP) Rp.

Nilai Peralchan Objek Pajak Kena Pajak (NPOFKF) (1-2) Rp.

BPHTB YaNg terutang co ¥ & AP commmsinm s e cone ) Rp.

BPHTR vang seharusnya di bavar Rp.

BPHTD vang telah di bayar Rp.

Diperhitungkan

a. Pokok STPD Rp.

h. Pokok SKPDKB Rp.

¢. Pengurangan Rp.

d. Jumlah (a + b — ¢} p.

e. Dikurangi pokok SKPDLB Rp.

I, Jumlah (d — ¢} Rp.
8. Jumlah vang dapat diperhitungkan (6+71) Rp.
g, Paiak yang kurang dibayar (2-8) Rp.
10. Sanksi administrasi herupu Kenaikan

Kenaikan= {......) %0 X Kp. . R R

1. Jumlah yang nmmh harus d1ha}=r{‘] F ll}“ R,

[od ===

.__]‘-‘_'_".f_n_.l_'..T_._l

Dengan huruf

Padang, ...........cocoevneens TOUN o0ie
kepala,

Nip.




LAMPIRAN VII

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 2% TAHUN 2016

TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAII DAN BANGUNAN

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

KOP SLRAT DINAS

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)
TAHIUN :
NAMA WAJIB PAJAK LA Ak, ST L PPN
ALAMAT WAIIB PAJAK e T,
TANGGALJATUH TEMPO [ iesiimrninsiviaieis i
Atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunannya dengan :
Aktw/Risalah Lelang/Pendaftaran Hak *) 2 i NOMOT e Tangal 1
Namor Objek Pajak (NOP) ©oiiiinissssassnis s saseass Jenis Poralehon Hak | o aansiisiirmmmssssvsininig
Almat St

. Rerdnsarkan Perda Kota Padang Nomor | Tahun 2011 wentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan wewajiban Wajib Pajak.
II.  Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebul diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah
| sebagai berikut :

| I. Dokok Pajak vang harus dibayar Rp.
2. Telah dibayar tanggal ..ocoieinereveenneeee . RP.
3. Pengurangan Rp.
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3) Rp.
5. Kurang dibayar (1-4) Rp.
? 6. Sanksi administrasi berupa Bunga Rp.
7. Jumlsh yang masih harus dibayar {(516) Rp.

Dengan huruf :

Padang, .c.eveie TAhURN .o
KEFPALA,




LAMPIRAN VIII

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG  SISIEM  DAN  PROSEDUR
PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN

SURAT TEGURAN

KOP SURAT DINAS

Padang, ,....oe. Al civaiia
Kepada Sdr. ......
di-
lempat

SURAT TEGURAN
Nomor .
| —
Nama Wajib Pajak - oo
NOP PBB 2 b e o AR B
Letak Objek Pajak
Menurut pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Bea Perolehan Hak Ates Tanal
dan Bangunan (BPHTB) sebagai berikut :
o Jenis Pajak Tahun Nomor dan Tangeal SKFDRB/ Tanggal Jatuh Tempo Jumlah Tunggakan
' SKPDKE [/5 [ P12
Fea Perolehan Hak Rp.
Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTE)
Dengan huruj : .
! Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Sural Paksi. maka ¢iminta kepada Saudara agar melunasi jumlah
" Tungeakan dalam waktu 7 (tujuh ) hari kerja setelah tanggal Surat Teguran ini.
I
a—

Dalam hal Saudara telah melunasi Tungeakan tersebut diatas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada
Bidang Pendataan dan Penctapan Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang.

Padang, ......... . Tahun ... .....
KEPALA,




LAMPIRAN IX

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAII LEBIH BAYAR (SKPDLE)

KOP SURAT DINAS

SURAT KETETAPAN PAIAK DAERAN LEBI BAYAR (3KDPLE)
TAHUN :

NAMA WAIIB PAJAK Bt it s 2 o o R B
ALAMAT WAIIB PAJAK R S R R R
TANGGAL JATUH TEMPO
Atas perelchan hak atas tanah dan/atau bangunannya dengan

Akta/Risalah Lelang/Pendaflaran Hak *) i s NOMOT Lo Tarmgaal & coemsminine
Nomor Ohjek Pajuk (NOP) L s JENIS Perolehian o R S R
AV i v e .

I Berdasarkan Perda Kota Padang Nomor | Tabhun 2011 tentang Bea Peralehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanann kewajiban Wajib Pajak.

1. Dari pemeriksaan atau keterangan lain terscbut diatas, penghitungan jumlah lebih bayar yang scharusnya tidak
lerutang adalah sebagai berikut :

. Dasar Pengenaan Pajak Rp.
2. Pajak vang terutang Rp.
3. Kredit Pojak :
a. Setoran yany Jilakukan Rp.
b. Lain-lain Rp.
¢. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahuan yang
akan datang/utang pajak Ep.
d. Jumlah yang dapat dikreditkan {(a + b —¢) Rp.
4. Jumlah kelebihan peinbayaran Pokok Pajak (3d - 2) Rp.
5. Sanksi administratf
a. Bunga Kp.
k. Kenaikan Rp.
¢, Jumlah sanksi administratif (a + b} Rp.
6. Jumlah lebih bayar yang seharusnva tidak terutang, (4 + 3c¢) Rp.
Dengan Immf ;
PAdANE; sainsvsvins. TRLUD orvrvmssy
KEPALA,
five )
Nip.

OTA PADANG,

MAHYELDI




